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Pelarangan Bajaj dan Betor Harus Solutif
emerintah Kota Jogja hanya dengan menerbitkan angkutan umum yang legal. angkutan umum resmi, atau Lebih jauh, Pemkot Jogja
P resmi melarang dua jenis larangan. Hal paling penting Tak dimungkiri, izin operasional pendirian koperasi yang seharusnya tidak berjalan
kendaraan angkutan umum  adalah bagaimana kebijakan adalah syarat mutlak. memungkinkan mereka beralih sendirian. Kolaborasi lintas
yang selama ini beroperasi, yakni itu diimplementasikan dan Untuk tahap awal, bersama ke jenis armada yang sesuai pihak, termasuk dengan PLN
bajaj dengan merek usaha Max bagaimana pemerintah Polresta Jogja, pemerintah aturan. atau penyedia kendaraan listrik,
Ride dan becak motor (betor). memastikan bahwa mereka masih mengutamakan sosialisasi Betapapun, dalam ekosistem bisa membuka peluang baru.
Larangan ini dilandaskan yang terdampak tidak dibiarkan  dan pendekatan persuasif, transportasi resmi, standar Tidak tertutup kemungkinan
X pada ketentuan bahwa jenis kehilangan mata pencaharian belum melakukan penindakan keselamatan harus menjadi kendaraan listrik (electrical
| kendaraan tersebut tidak tanpa arah. penuh. Tetapi masa transisi ini syarat utama untuk setiap vehicle/EV) dikembangkan
- memiliki izin operasional sebagai Di lapangan, kegelisahan sudah tentu tidak cukup meredakan kendaraan bermotor, terlebih itu  sebagai moda angkutan
< angkutan umum, sebagaimana terasa. Sejumlah pengemudi Max kecemasan para pengemudi. adalah armada angkutan umum  lingkungan permukiman yang
- ditegaskan dalam SE Wali Ride mengaku pendapatannya Di sinilah persoalan utamanya. ~ penumpang. aman, resmi, dan terintegrasi.
Kota Jogja No. 100.3.4/3744 terganggu sejak kabar larangan Pemkot jangan hanya melarang, Kendaraan berpelat kuning, Transformasi ini bukan
Tahun 2025. Keputusan itu ini muncul. Ada yang sebelumnya tetapi mereka harus hadir misalnya, memerlukan uji kir, hanya menyelamatkan mata
juga menjadi tindak lanjut meraih hingga belasan order dengan solusi. asuransi, hingga kelayakan pencaharian pengemudi, tetapi
atas surat dari Pemda DIY No. per hari, kini mulai kehilangan Kebijakan tanpa jalan keluar teknis tertentu. Ketiadaan juga sejalan dengan visi kota
B/500.11.25.1/3869/09 tertanggal  pemasukan. hanya akan menambah masalah  standar inilah yang sejak awal rendah emisi.
29 September 2025. Sementara itu, Dishub Kota sosial baru. Pemerintah perlu membuat operasional mereka Pada akhirnya, penertiban
Namun, bagi redaksi, Jogja menegaskan bahwa merancang program transisi bermasalah. Jika kendaraan moda transportasi memang
requlasi ini adalah baru keberadaan SIM dan STNK yang manusiawi, misalnya ini tidak memenuhi unsur penting: demi ketertiban jalan
langkah awal. Penataan resmi tidak otomatis menjadikan  subsidi sementara, pelatihan keselamatan, jelas tidak boleh raya, keselamatan publik, dan
transportasi tidak cukup kendaraan roda tiga sebagai keterampilan, integrasi ke memuat penumpang. modernisasi angkutan kota.
= =
Instansi Nilai Berita Sifat Tindak Lanjut
1. Walikota Netral Biasa Untuk Diketahui

2. Dinas Perhubungan

Y ogyakarta, 20 Juni 2026

Kepala

lg. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005



mailto:upik@jogjakota.go.id
http://www.jogjakota.go.id
http://www.tcpdf.org

